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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,

Tambahan kmbarirn Negara Republik Indonesia Nomor

539s);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah

diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanj utnya disebut Sekretariat

DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris

DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu.

9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang

dipimpin oleh camat

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



Pembentukan dan

berasaskan:

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. intensitas urlrsan pemerintahan dan potensi Daerah;

c. efisiensi;

d. efektivitas;

e. pembagian habis tugas;

f. rentang kendali;

g. tata kerja yang jelas; dan

h. fleksibilitas.

BAII II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Trpe B;

d. Dinas Daerah yang terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan

pemukiman;

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pangan dan bidang pertanian;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan

bidang perizinan;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;
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7. Dinas Perhubungan Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;

8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup;

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;

10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

11. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan

ketertiban umum, bidang kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;

12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, bidang Statistik dan bidang persandian; dan

13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

e. Badan Daerah yang terdiri atas:

l. Badan Perencalaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan

fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi

penunjang keuangan dan fungsi penunjang aset daerah;

3. Badan Pendapatal Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang

pendapatan daerah;

4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi
penunjang Kepegawaian.

f. Kecamatan yang terdiri atas:

1. Kecamatan long Apari Tipe B;

2. Kecamatan Long Pahangai Tipe B;

3. Kecamatan l,ong Bagun Tipe B;

4. Kecamatan Laham Tipe B; dan

5. Kecamatan Long Hubung Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.

(2) Pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta

tipe/klasifikasi UPT dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupa.ti.

Pasal 6

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah

di bidang:

a. pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan

b. kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat

sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang beke{a

sacara profesional.

(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

(3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat

otonom dalam penyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

(4) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata

kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung

jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

(5) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas

Kesehatan.

(6) Pembinaan dan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta

pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) da:r ayat (5)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kesehatan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1) Bupati dalam melaksanal<an tugasnya dapa.t dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (fig€')

orang.
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(4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi

terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliarmya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenkl,atur dan pembidangan staf ahli

ditetapkan dengan Feraturan Bupa.ti.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan

tata. kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan

urusan pemerintahan umum diundangkan;

b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa

dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

c. Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas

dan kegiatan sampai dengnn terbitnya Peraturan Daerah ini;

d. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini,

untuk pertama kali, dilakukan melalui lelang terbuka untuk jabatan tinggi

pratama dan melalui uji kompetensi dan assessment untuk jabatan

administrator dan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 06);

b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 07); dan
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c. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor O7 Tahun 2015 tentang tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Kecamatan (Berita Daera}r Kabupaten Mahakam

Ulu Tahun 2013 Nomor 07);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku '

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Mahakam ulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan Tata Keq'a Ispektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu. Khususnya

untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan masih berlaku

sampai terbitnya peraturan baru yang mengatur urusan tersebut; dan

b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor O8 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.

Dinyatakan masih berlaku sampai terbitnya peraturan baru yang mengatur

urusan tersebut.

(3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah wajib

mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupa.ten Mahakam

Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Nsrrur Jabatsn Plfuf

I Drs. Y. ,uan ,omu
t1

'/
n

2 D!s. Yolnnes Alrln,lrr.Si Sekda I .#
l T@i tnung,S. Sos"l{N4 Asisten II n

t.,/v
4 Dra. Lily Kusnowati,M.Si I

) Homrata Yulita Usun SH Kabag. Hkn&Org

6 Surianlo SE Kasutftog. Organiss3i 1r BON]FASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang

pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

pada tanggal November 2016

BUPATI M ULU,

,#*".YO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI

KALTMANTAN TrMUR NOMOR 14/95/2016

No

Watil Bupoti

Asisten I

vr
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa
perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni
dengan prinslp tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban
kery'a yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga
sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif,
dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah
(strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core),
Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).
Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan
Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah, baik urusan wajib maupun
urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure)
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata keq'a yang jelas,
fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan padoman yaxg jelas dalam rrrenata
Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan
nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Hurufa
Yang dimaksud dengan asas oUrusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk
melaksanakal Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan T\.rgas
Pembantuan.
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Huruf e
Yang dimaksud dengan asas'pembagian habis tugas" adalah pembentukan
Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan
fungsi yang dibebankan pada lebih dari suatu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas (rentang kendali" adalah penentuar jumlah
Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan
pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
mempunyai hubungan ke{a yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dan unit ke{a pada Perangkat Daerah
memberikan ruang untuk menarnpung tugas dan fungsi yang diamanatkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah
ini ditetapkan.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal l0
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1014

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi
Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunarr Perangkat Daerah
didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan
Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang
pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas *efisiensi' adalah pembentukan Perangkat
Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang
paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah penbentukan Perangkat
Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.


